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DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP MUTU PENDIDIKAN *
R. Chandra **
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A. Pendahuluan L . ‘ .

_ ‘Berdiskusi mengenai dampak otonorm daerah terhadap mutu pendidlkan
mengharuskan kita untuk mencermati terlebih dulu fenomena nasuonal dan ¢
. intemasional yang sedang terjadi. Dalam skala mternasmnal semua negara.f
saat ini sudah berada pada era global. Salah satu ciri era global adalah
berlakunya azas borderiess state (negara tanpa tapal batas). Ada minimal 4l
yang tak dapat dibatasi fagi saat ini, yaitu; informasi, investasi, industri, dan
mdtwdu Keempat | ini dapat melompat melanglang buana sekehendak '
hatmya daiam h;tungan kala yang super cepat. Bagi 41, yang pentmg mereka

blsa hidup nyaman, tak peduh di negara mana, atau menjadi bangsa apapun

Tak peduli setUju atau tak sefuju dengan azas ini, bagi kita yangi

mempunyal tugas pokok sebagai pengelola institusi pembentuk sumber daya
-manusra Indonesia, yang paling penting adalah bagaimana memberdayakan.
sistem pendldlkan nasional sehingga dapat berfungsi efektif, efisien dan
produkhf "Jelas sekali, bahwa settmg sosial tingkat global menuntut sistem
pendldtkan dan pelatihan berstandar internasional. Hanya kemampuant
mencapal standar intemnasionallah yang dapat membantu SDM Indonesra
menghadapl persaingan bebas. Bila tidak, sudah dapat dlpastlkan kita akan {.
selalu tergilas dalam segala aspek kehldupan

Dalam skala nasaonal “kinerja sistem pendidikan kité masih menghadapi
banyak kendala. Perhatian ‘pemerintah dan masyarakat terhadap sektor
pendidlkan masih tetap saja rendah. Perhatian yang ada baru sekedar. sebagal
. jargon jargon politik atau kepentingan tertentu. )

Makalah dlsampa:kan pada Rapat Kel]a Tekms Kepala SMA Tingkat
1 Propmss Sumatera Barat, Buklttmggs 6/8-10-2004.
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masyarakat - ) :

“politik, ekonomi’ maupun pendidikan. Satu tuntutan memang sudah

--daerah justru memperlemah karena berbagai hambatan ?

'mlskln sumber daya alam, termasuk Sumatera Barat, temyata konsep dan ¢

Banyak inovasi dan usaha yang telah dilakukan, namun tingkat dan mutu '

pendldlkan ‘secara menyeluruh semakin jauh tertinggal untuk dapat mermbekali '
Iulusan "dengan pengetahuan dan kecakapan untuk dapat melanjutkan
pendldlkan ke strata yang lebih tmggl atau. untuk dapat “hidup layak di

Dan aspek wewenang dan pengelolaan administrasi negara, séin'hg era
refonna51 muncul tuntutan yang kemudian menjadi kebuakan OtOI'IOfl'Il daerah.
Kebijakan ini telah bersandar pada UU, PP, dan Keputusan—keputusan
lainnya. Otonomi daerah merupakan hasil tuntutan masyarakat terhadap}

pembagian kewenangan atau desentrahsaSI pemerintahan baik di bidang

terkabulkan selanjutnya dari sektor kependldikan yang masih perlu dikaii ;
secara hati hati adalah bagaimana setiap daerah dapat secara cerdas

mengelola sistem pendidikannya. Mampukah kita.lebih memberdayakan mesin
kepend:dnkan lebih baik dari sebelumnya atau maiah sebahknya otonomi

Gebyar Otonoml daerah di satu sisi memang menggairahkan. Secara

i g U RETAR L T

ideal, otonomi adalah kemandirian. Di sisi lain, otonomi berarti juga suatu
keharusan bagi daerah mengelola sendiri secara mandiri, dinamis ,dan juga: :

p

menanggung kansekuensi dari kemandirian tersebut. Kemandirian. harusiah

dukuu oleh kemampuan yang meyakinkan, yang mungkin saja justru men;adt
kelemahan Salah satu titik lemah yang cukup banyak kita dengar dalam era :
otonomi di Sumatera Barat adalah dukungan keuangan yang sangat terbatas ‘
Secara statistik, kemampuan keuangan daerah dapat dikaji dari sumber-
sumber penerimaan daerah yang terangkum dalam APBD. Sumiatera Barat
memang termasuk daerah prihatin dibanding dengan daerah daerah Iamnya

Secara ideal kemadirian suatu daerah dapat terlaksana apabila segenap
keper!uan bzaya baik rutin maupun pembangunan dapat .. dibiayai dari
pemasukan daerah tanpa bantuan pemerintah pusat Bagi beberapa propinsi §/

stratega pembangunan yang dlterapkan selama ini pada kenyataannya justru

i
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‘ ."melahlrkan ketergantungan yang teramat besar kepada pemerintah pusat

: mengembangkan sistern .pendidikan, = padahal bagl daerzh miskin SDA

satu ‘agenda penting, sebab semua kita telah sepakat bahwa pendidikan

.pembangunan konvensional SDM belum mendapat perhatian secara
. proporsuonal Teori-teori ini masih rneyak:m bahwa sumber pertumbuhan

Py P

Dalam keadaan seperti inl, Kita menghadapn pilihan-pilihan sulit - -dalam ¢

pemngkatan muty  SDM melalui pendldnkan mempakan salah satu prioritas
kebuakan jangka pan]ang

B. Pendidikan dan Pembangunan EkOI'IOITII
.Dari sekian banyak agenda pembangunan, pend|dikan merupakan salah

merupakan faktor penentu kemajuan bangsa di masa depan. Dalam teori

ekonomi terletak pada konsentrass modal fisik (physical capltal) Namun
belakangan terjadi pergeseran teori pembangunan bahwa yang lebih dapat
memacu pertumbuhan ekonomi ternyata adalah modal manusm (human
capital) yang bertumpu ‘pada pendidikan.

Pergeseran teori terjadi  sejalan dengan pergeseran paradlgmai
pembangunan yang semula bertumpu pada kekuatan SDA (natural resources
based) kemudian berubah bertumpu pada kekuatan SDM (human resources
based) Kekuatan SDM hanya  dapat dtcapai melalui  proses |§
pendtdlkan!pelatlhan Jadi pendidikan yang baik akan menghasﬂkan ‘SDM

berkualitas dan pada gilirannya SDM ini akan berkonstribusi pada‘

pertumbuhan ekonomi masyerakat Asumsinya bahwa pend:dlkan akan
melahirkan tenaga kerja produktsf karena memiliki pengetahuan dan

ketrampilan gesuai kompetensu yang d:tetapkan sehingga memberi shrnulasx

-

bagu .pertumbuhan ékonomi. Pendidikan juga akan mengembangkan wsz :

o

tentang kehidupan masa depan serta menanamkan sikap mental dan etos5 .
-kerja tinggi. Jadi nilai ‘ekonomi pendldlkan terletak pada sumbangannya dalam ¢ :
'menyed:akanimemasok tenaga-tenaga - terdidik dan produktlf Pendldskang 'f
: mempunya| nitaj ekonomn tinggi, sebagaimana dmamakan M.J.Bowman (1996) ;

ey

E
deri\gan |st!lah the Human mvestment revolution in eeonomsc thought e % .
: ‘ ' LA
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i Konstnbu31 pendldlkan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara

juga dzdukung oleh banyak studi-studi lain yang dilakukan para ahli. Studi
Psacharopoulus dan Woodhal (1897) menunjukkan kontribusi  relatif

¥

pendldlkan -terhadap pertumbuhan ekonomi dibeberapa negara seperti ¢
Am%nka Serikat {25%), Kanada (15%) Belgia (14%), Inggris (12%), Argentina
(16,5%), Honduras (6%), Korsel (15,9%) Malaysia (14,7%), dan Filipina
(10,5%). Data juga menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan dapat
memberikan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi sebagaimana terlihat
dalam social rate of return. Artinya hasil atau keuntungan yang diperoleh lebih
besar dari ongkos yang dikeluarkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
investasi dibidang pendidikan mempunyai makna sangat positif dalam
mendorong pembangunan ekonomi suatu negara/daerah. Konsep inilah yang
mendorong kita untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan peningkatan mutu
pendidikan ini ternyata membutuixan kerja keras dan dukungan dana yang
sangat besar untuk penyediaan sarana dan biaya operasionainya.

Dengan berbagai alasan pula pemerintah befum dapat mengalokasikan '

cukup anggaran untuk pendidikan, walaupun dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945
hasii amandemen telah dinyatakan secara tegas bahwa negara

R LT

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh perseng
dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan ;
dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendldlkan;
nasional. Keadaan akan semakin rumit bila masalah pendidikan yang sudah '
complicated di tingkat pusat, diotonomikan ke daerah yang sumber
keuangannya/PAD nya tidak mencukupt, bahkan hanya untuk membayar gaii 4

pegawainya.

0 N WS I Ty e

Dilihat dari nilai human development index (HD) berdasarkan Laporan ‘
Pengembangan Manusia (Human Development Report) UNDP, posnsn;
Indonesia tidakiah menggemblrakan dibanding negara negara tetangganya. %
HDI adalah indeks campuran yang merupakan ukuran rata rata prestasi
pentmg atas tiga dimensi dasar dalam pengembanan atau pembanguanan }

manu51a .yartu (3) a long and healty life, (b} knowiedge, dan (c) a decent

s!.tandard of living. Secara perbandingan mternasuonal rendahnya HQI

I = s
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masih jauh tertinggal sehingga perlu dipercepat pertumbuhannya

pFrr Ll

lnqonesia secara gamb!ang menyampulkan bahwa sektor pendidikan kita

C Peluang dan Tantangan Pendidikan di Era Otonomi Daerah

Peluang untuk meningkatkan mutu  pendidikan di era otonomi dinilai ¢
mengandung paradoks. Di satu sisi bertujuan menciptakan pemerataan dan=
keadilan tetapi disisi lain sangat mungkin justru menimbutkan perbedaan mutu
pendidikan antar daerah. Perbedaan mutu di masing-masing daerah sangat
ditentukan oleh perhatian pemerintah daerah dalam menyediakan prasarana

SDM, dan pembiayaan kegiatan.

Landasan hukum terpenting dalam kebijakan otonomi daerah adalah UU
no. 22, tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU no. 25 tahun 1999
tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
Prinsip dasar UU No 22/98 adalah memberikan kewenangan kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut

prakarsa sendiri sesuai aspirasi dan peraturan perundang undangan.

Dalam rangka pentahapan dan kelancaran pelaksanaan otonomi daerah,
pemerintah pusat meniapkan legalitas formalnya. Legalitas ini antara lain

tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2000 tentang Kewenangang

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom tanggal 6 Mei
2000, dan PP No. 84/2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
tanggal 25 September 2000

Pelimpahan wewenang ini bertujuan antara lain mendorong pemberdayaan

S A T, P T T T T T T T R

masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, juga untuk menmgkatkan :
peran serta masyarakat dan pengembangkan peran dan fungsi DPRD. Secara 1
garis besar di sektor Pendidikan dan Kebudayaan, kewenangan tersebut /

A

mencakup de!apan bidang yaltu A.Pendidikan (33), B.Pendidikan Luar'
Sekotah (20), CAdmlmstram Publik (4), D.Organisasi dan Tatalaksana (4),
E. Kepegallwaian (3), F.Pemuda dan Otahraga (13) G.Kebudayaan (10} serta |
H.Pengendahan dan Pengawasan (9). Selanjutnya kewenangan bldang%

Ty R T, T T

l{’endidikah dan Kebudayaan di Propinsi meliputi tiga bidang, ya:tu:

ardr
i .
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APendldldkan (6) B. Kebudayaan (2), dan C.Administrasi Publik (4). Bidang {

dan jumlah pelzmpahan wewenang ini dapat difihat pada lampiran.

.Di bidang kepegawaian, misalnya, "pada pasal 76 UU No 22/99,
menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk:
melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun,
gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan. pelatihan
sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan melalui peraturan '

%

daerah.

Pada makalah ini tidak perlulah kita mencermati UU, PP dan Kepmen

Y T T

tersebut satu persatu, karena akan lebih . berguna bila kita mencermati
substansinya, yaitu bahwa kepada daerah, telgh diberikan wewenang dan
keéempatan untuk berotonomi. Yang justru lebih penting lagi adalah
bagaimana kita secara cerdas menggunakan kesempatan berotonomi ini untuk
meningkatkan mutu pendidikan di Sematera Barat, menempatkannya pada

posisi terbaik, walaupun dihadang oleh berbagai keterbatasan. Lagi pula

T

beberapa hari yang lalu,  DPR telah mengamandemen UU Otonomi Daerah
yang hasilnya secara tertulis betum kita terima. Tentu dalam waktu dekat ke :

depan akan dikeluarkan pula beberapa PP, dalam rangka menjalankan UU i

hasil amandemen tersebut.

" T P T

Bagaimanapun bentuknya UU Otonomi hasil amandemen dimaksud,

#
8

kewenangan daerah di bidang pendidikan masih akan sangat besar dan £
jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Pemerintah’ pusat

dengan berbagai cara, sepeti menetapkan standar dasar dan sekolah rujukan.
Pada setiap kabupaten/kota akan dibuat sekolah ru;ukan nasional. Pastalah:
pula untuk dapat mengemban kewenangan ini, diperukan kemampuan aparat ‘
Kab/Kota yang ditugaskan sebagai pengelola pendidikan dan bantdan dan ‘
semua pihak terkait. -

Beberapa langkah dan kegiatan telah dilakukan untuk menyambuts
pehmpahan wewenang di bidang pendidikan, seperti pembentukan dewan!

pendtd:kan komite seko!ah penerapan manajemen berbasis sekolah, badani

FrEFrrs 4-‘ A A AT AT pRpyseyaesssrE P P PP Y PR S S Sl bl i -‘ll”J‘IJ
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akreditasi sekolah, dan penerapan kurikulum berbasis kompéfensi.

(Y E R T TN

:Untuk ﬁengums soal pendidikan, sesuai Kepmendiknas No. 44IU!2002;
perlu dtbentuk dewan pendidikan dan’ komite sekolah. Dewan Pendidikan }
dlben mandat utuh mulai dari perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan
evaluaSL Anggota dewan pendidikan terdiri dari tokoh pendidikan setempat,
guru, orang tua, tokoh masyarakat dan pemuda. Berdasar mandat penuh yang |
dimiliki dewan sekolah mempunyai kewenangan dan satu-satunya lembaga
untuk menentukan berbagai kebijakan menyangkut soal pendidikan. Mulai }
s;stem penggajian, pengangkatan, pemberhent;an pemindzhan dan pensiun.

Dalam bidang kurikulum, dewan pendudtkan juga benvewenang
menempatkan standar penguasaan minimal untuk semua tingkat pendldlkan
Untuk membiayai pendidikan di daerahnya, dewan pendidikan bisa
memaksa political will pemerintah daerah untuk mempnontaskan sektor

kependndlkan dalam program program pemerintah. Jnka Dewan pendidikan

I T L o RO T, TR T

merupal'an mitra pemerintah kabupaten/kota, maka sebagai miira satuan
pend:d:kan dibentik Komite Sekolah. Melalui Dewan Pendidikan dan Komite ’
Sekolah ini diharapkan partisipasi masyarakat dan stake holders iainnya dapat :

S A LI

§

Bedasarkan UU No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan :
Nasional dan diperkuat oleh UU No 20/2003 Tahun 2003, dinyatakan bahwaF
salah satu program pembinaan pendidikan dasar dan menengah dllaksanakan ‘
berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasss.
Sekolah (MBS) yang telah diujicobakan sejak tahun 1999. Walaupun masnh :
menghadapi beberapa kendala, prinsip MBS ini dianggap sesuai untuk
drterapkan pada sekolah sekolah yang diber otonomi . MBS adalah sebuah
pendekatan pengeloiaan sekolah yang bertolak dari pemikiran, perhmbangan-
dan kebtuhan sekolah itu sendiri. Artinya, sekolah akan berakar dan bertopang | '
pada kondisi nyata masyarakat setempat, dan melaksanakan kelng:nan.

&
!

masyarakat pendukungnya atau stake holdersnya, tanpa periu lagi “bulat bufat” 4

-

menunggu petunjuk dari atas. Sekolah dapat dikelola dengan pendekatan yang !
Iebth luwes, bebas tidak kaku dan terikat pada pengaturan yang sentralistik.

.




qhﬁnuh‘uu\utmt%hmlﬁﬂh\&&bﬂﬂﬁummm\ﬂu‘-I“nw&nhmmm\w-‘I\Lmnﬁ‘\@hﬂ““‘hﬁ\*@&:

PR N R

[4
’
L

]

18

. MBS diharapkan "akan dapat membuat pendtd:kan yang dlselenggarakan

corganisas pengelola pendldskan di daerah.

. Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Otonomi Pendidikan. .’

. 'jawabkanf sedang- relevansn menyangkut kesesuaian antara program 'yang 4

. [ Menghadap: era otonomi dan isu isu nasionat, sehap daerah - perlu sefalu §

“ - ot - S S : i :‘v

N

dengan rasfa kepem:hkan masyarakat. setempat

Sesual Kepmendlknas No. 87IU12002 Tentang Akreditasi Sekolah maka
d;bentuk pula Badan Akreditasi Sekolah yang seja ktahun -2003' proses
akredltaS| mulai dilaksanakan

Orgamsa5| pengelola pendldlkan dl dati 1l juga perlu disesuaikan.
Depdlknas yang merasa ikut bertanggung jawab terhadap kesuksesan
pendidikan, memberikan masukan berupa penjabaran bentuk  struktur

. Kepala sekolah merupakan salah seorang pengelola pendldlkan yang
memegang peran sentral. Kenapa demikian ? Karena kepala sekolah adalah
manajer. segala "sesuatu akan bergantung pada kemampuan dan

'\.'\.1-"-\wq\'_h"hIt‘\\\nhttn\\‘\\-m‘.m‘\ T T T T T T A

kepemlmpman kepala sekolah. Dia hams mampu menjawab tantangan lokal,

sebagal komponen: setempat maupun naszonal dalam rangka mencerdaskan

- -

kehidpan bangsa.. Secara institusional kepala sekolah juga harus mem;hkl»
kecakapan dalam membuat program pgogram sekolah dan berfi Kir 3|stem|k'

dalam mengukur dan mengevaluasn program program yang dilaksanakan. :

Skema terlamplr dapat d:pedomam bagaimana siklus manajemen da!am-
memlal apakah suatu program sekolah sudah berhasil atau belum ;
{su-isu Pendtdukan Nasional, sebagai masalah pendidikan masm’

:berkutat disekitar relevansn efe51en31 otonomi, akuntabilitas,” dan periuasan

seﬂa pemerataan kesempatan belajar. Efisiensi menyangkut perbandlngan'-
antara usaha dengan -hasil otonom: menyangkut kewenangan untuk

menetapkan priofitas yang berbeda antar daerah/disentralisasi. Akuntab;htaSu
menuntut bahwa semua kegiatan pendidikan harus dapat d:pertanggung ‘

——— i e

|
dllaksanakan dan mutu lufusan dengan kebutuhan nyata dl Iapangan

AR EREA .

-

.. mengkaji ‘ulang kekuatan dan kelemahan masing- masmg dengan melakukan
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A .anahs:s SWOT (Strenght Weakness Opporfunity and Threat) sehmgga dapat N |

parad;gma pengelola pendidikan, yang juga harus difahami dengan baik oleh
para pengelola pendidikan di daerah. Ada beberapa paradtgma yang periu

' utinégi dari paradigma lama ke paradigma baru seperti terlampir barangkali

saja Guru harus didorong kembali ke ketas, dan untuk itu ada beberapa ha {
-yang periu dlperhatlkan dari sisi sekolah dan guru itu sendln karena tolok ukur

] yastu (a)kesediaan -guru melakukan adaptasi terus menerus dengan ke!asnya,

hal hal yang telah dlcapai

3 menyed{akian medlalsarana yang memungkmkan untuk bergerak Hal ini dapat
dllakukan seko!ah melalu: (a)mekamsme kepemlmpman yang baik dan Jelas

o"-a'-".-ao » - . 'd‘mcw"m-'"-"-"'”la“w_ A A A i o kA

menysun skala pnontas dan pengembangan pendldtkan di daerahnya. Apakah

.'i"pendldlkan akan duadlkan prioritas daerah .apakah masih’ periu menglmpor; ‘

SD?A dari daerahlnegara fain. Kalau akan dijadikan komodltas unggulan maka
strategr dan tahapannya per!u dstuangkan kedalam bentuk renstra (rencana i

trategls) dan renop (rencana operasnonal)

A,

Otonomsfdesentrahsas: pendldtkan tentu pula memeriukan perubahan

dlsesuaikan Pertama; perubahan dari otontas persekolahan ke otoritas: belajar.
Kedua Perubahan dari pengembangan ketrampilan ke pengembangan
kopetensn Ketiga; Perubahan dari kunkulum yang ngtd ke kunkulum yang i
fuwes dan fleksibel. Sebagas bahan diskusi, agar dapat lebih komprehensnf
mencermati perubshan paradigma ini, transformasi manajemen perguruan

akan sangat bermanfaat
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B periu diberdayaakan " secara terus menerus Dari: sisi tenaga kependldlkan'

seorang guru yang selama ini hanya sebaga| pelaksana harus mulai berperan ;
sebagat seorang enterpreneur kreatlf dan tidak selalu menunggu penntah H

R W

aspek ini ada pada komitmen bersama semua plhak di sekolah. Dan sisi guru,

o T T T T e Y

(b) bersama sama rnerumuskan visi, mISI dan tujuan yang realistis, (c)!akukan

mtegrasu internal. antar guru (d)bangkctkan semangat untuk mempertahankan:

Guru akan terus melakukan adaptasn dengan mundnya bsla plhak sekolah

(b)pengamb;lan keputusan yang demokratis karena banyak hal akan menjads
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lebth baik blla diputuskan melalui atau atas dasar kearifan lokal/sekolah, dan
. (c)pgntlng diperhatikan kepekaan dan keterbukaan kepala sekolah ikhwal

keuangan sekolah.

1
i
1
i

. Kesimpulan Dan Rekomendasi

T T T N T T R T TR

Dari paparan tentang fenomena global dan nasional, problematika intemal
dunia pendidikan di era otonomi , dapat dikemukakan beberapa kesimpulan

T

antara lain:

1. Otonomi di bidang pendidikan perlu direnspon dan ditangani dengan cerdas :
oleh seluruh pengelola pendidikan, instansi terkait di kabupaten/kota, dan
mqsyarakat untuk me‘njaga agar pendidikan dapat mempercepat

kemandirian, bukan malah berbalik menjadi beban daerah. '

2. Bagaimanapun terbatasnya ‘kemampuan kabupaten!kota : dalam
menyediakan pendanaan untuk daerah Sumatera Barat pengembangan
sektor kependidikan perlu diletakkan pada prioritas utama

3. Peran Kepala Sekolah sebagai leader sangat menentukan dalam
menmgkatkan mutu pendidikan dengan segala keterbatasan dukungan

:
:
:
Dari kesimpilan dapat diajukan beberapa rekomendasi yaitu : ;
1T|ngkatkan dialog interaktif dengan seluruh instansi terkait dan Iapisamé
masyarakat untuk memperoleh visi yang sama dalam menangani masaiah
kependidikan.
2. Memberdayakan dewan pendidikan untuk mengantisipast pelimpahan;g_
wewenang di bidang pendidiken, baik berencanaan, pelaksanaan, §
pengawasan dan evaluasi. Pada saatnya dewan pendidikan hendaknya;
dapat berperan sebagal think tank untuk mengarahkan dan memberdayakan ¢ ‘
sistem pendidikan di daerah agar dapat memenuhu kebutuhan rr.asyarakat ’
tu)gkat daerah, nasional, bahkan lntemaswnal
3: Kepala Sekolah harus secara tefus menerus memperbaharui wawasan,

kompetensa dan kepemimpinannya agar dapat memicu perkembangan dan

TR W T s R e

pertumbuhan sekolah dl era otonomi. Kreativitas, ingenuitas, dan produktivitas §
_ : -
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'ms’utu5| akan‘leblh terangsang bila kepala sekolah dapat mendmamlsaS|
potensn potens: yang dimiliki sekolah dan masyarakat. Ada tiga hal yang periu
men;adr fokus dan perhataan kepala sekolah dalam menjalankan tugas sehari
han yaitu aspirasi, harapan, dan tuntutan masyarakat!stake holder terhadap
segolah, aturanlkebuakan pengelolaan dan pengembangan sekolah dari
pusat,daerah dan sekolah sendiri, serta gatrafperspeklif nya erhadap status,
fungsi dan peran seorang pemimpin ﬁ |

 Bukittinggi, 7 Oktober 2004
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Minimum Neces

CHA

“®

EFEKTIVITAS

TUJUAN

ary Requirement

_ INPUT
Sumber Daya,
Raw Input

>

EFISIENSI

v

I

PROSES
Pemanfaatan
Sumber Daya
untuk Mentapai

Twinan

_— >

PRODUH
TIVITAS

OUTCOMES
Hasil dan
Manfaat

Skema : Mode! Sistemik dalam Pelaksanaan/Evaluasi Program

Tabel. Human Development index

NEGARA | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |2000 [2001 {2002 |[2003 | 2004
Jepang 3 7 8 4 1 8
Singapura | 34 26 28 22 { 24 28 {
Brunei 36 38 33 25 132 31
Malaysia | 53 60 60 56 59 58
Thailand | 52 59 59 67 ' 76 ! 74 '
Filipina 95 98 g8 77 77 | 85 !
Vietnam 121 121 122 110 . 109
Indonesia | 102 99 99 105 110 109 112

; .

Sumber: UNDP (Human Developmeﬁt Report)
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Kewenangan di Bidang Pendidikan
) dan Kebudayaan di Dati ll

didikan .
yusundan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK, S0, SLTR SMU,
EMK berdasarkan pedormnan yang ditetapkan pemerintah;
alapkan kurikulum muatan lokal 5D, SLTR. SMU. dan SMK berdasarkan kuriku-
asional yang ditetapkan pemeriniah: .
ksanakan kurikulum naslonal berdasarkan petloman yang ditelapkan peme-
4 . L
gembangkan standar kornpetensi siswa TK, 5D, SLTR, SMU, dan SMK atas
 rinimal kompelensi yang ditetapkan pemerintah;
aantau, mengendalikan, dan menilai pelaksanaan proses belajar-mengajar dan
1lemen sekolah; .
etapkan pelunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, 5D, SLYP, SMU, dan
¢ berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
Wsanakan evahuasi hasil belajar, tahap akhir TK, SD, SLTR, SMU, . dan SMK
‘asarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; .
yetapkan petunjuk pelaksanzan kalender pendidikan dan jumiah jam belajar
i TK. SD. SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan keputusan pemerintah;
wusun rencana dan melakéanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagu-
1, dan perawalan sarana prasarana termasuk pembangunan infrasiruktur TK,
SLTR SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
ngadakan blanko STTB dan Danem SO. SLTR, SMU, dan SMK ! kabupalen/ke-
serdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintaln . .
1gadakan buku pelajaran pokok dan buku lain yang diperlukan TK, 5D, SLTR
J, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemierintah;
mantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarasa TK, S0. SUP.
4, dan SMK; : x )
ayusun petunjuk pelaksana kegiatan siswa TK, SD. SLTP, SMU, dan SMK
dasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
Ilaksanakan ‘pembinaan kegiatan siswa TK, SD. SLTR. SMU, dan SMX
Idasarlcan pedoman yang ditetapkan pemerintahy;
netapkan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa TK, 5D, SLTP, SMU, dan
K berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintaly;
netapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa TK, 5D, 5LTR, SMU, dan SMK
1« dasar pedoman dari pemerintah; i
mantau dan mengevaluasi keglatan siswa TK, SO, SLTP, SML. dan SMK;
:rencanakan dan menetapkan pendirian dan penutupan TK, 5B, SUTFR, SMU. dan
1K berdasarkan pedoman yang ditetapkan pamerintah;
slaksanakan akreditasi TK, 5D, SLTF, SMU. dan SMK berdasarkan pedoman yang
atapkan pemerintahy; .
elaksanakan moniloring dan evaluasi kinerja TK, 5D, SLTR, SMU, SMK;
aiaksanakan program kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dasar dan
:nengah sesvai pedoman yang ditetapkan pemerintzh; . - -
ambina pengelofaan TK, SD. SLTR. SMU. dan SMK termasuk sekolah di daerah
fpencil, sekolah terbuka, sckolah rintisafunggulan, dan sekolahi yang lerkena
usibah/bencana alam berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah -
eriztapkan dan membantu kebutuhan sarana dan prasarana helajar Jarak jauh;
1plaksanakan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi penyelengyaraan belajar
rak jauh atas dasar pengaluran darl pemerintahy
4enetapkan petunjuk pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan mempersiapkan
okasi biaya pendidikan agar mendapat prioritas berdasarkan pedaman yang di-
tapkan pemerintah; . i
dengembangkan .petdnjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolzh
erdasarkan pedomman yang ditetapkan pemerintah; B
emlasilitas] peran serta masyarakal di bidang pendidikan berdasarkan pedoman
.ing ditetapkan pemerintah;
ierencanakan kebutuhan, pengadaan. dan penempalakan lenaga kependidikan
4¢, SD, SLTR, SMU, dan SMK: 1 -
R T T .
elakeanakan Futas] kshiags kependidikan TK, SD, SLTP: SMU, dan SMK berdasar- -
.n pedoman yang diletapkan pemerintah; - . - - .
Haksanakan pembinain dar pengembangan karler lénaga kependidikan TK, SD,
VR SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang diletapkan pemerintah;
ndayagunakan prograin leknalog! kofiunikas) untuk pengefolaan pendidikan
-dasarkan pedomian yang ditéfapkan pemerintaty -t - . .
+enégembangkan $oal ujlirvieniialan tiatil belsjar sesual kurlkulur mualan lokal
kebupaten/kola berdaiarkan pedoiman yang dilelapkan pemerintah;
e?pféana ifyJmvasi pendidikan & kabupatenykota berdasarkan pedoman yang
télaphan perhefintah, .5 T s o

\
'
e s Sl e e e

!

.o B, Péndidikan Luar Sekolah (PLS)

. 1. Menetapkan kurikulum muatan lokal PLS berdasarkan kurikulum  naslonal yang
. ditetapkan pemerinlal: . A ' !
2. Melaksanakan kurikubum naslonal dan muatan lokal PLS berdasarkan pedoman
- e

", yangdiletapkon pemerintah; . EYIN
3. Mengawas! dan mengendalikan pelaksanaon kurikulum muatan Tokal PLS"
! berdasarkin pedoman yang ditelapkan pemerintahy’ R
4. Menelapkan petunjuk pelaksana penilaian hasit belajar PLS berdasarkan pedany?
#' yang ditelapkan pemerintah;
5, Melaksanakan evaluasi hasil befajar PLS berdasarkan pedoman yang ditetapkan
pemerintah;:,

+-* 6. Menetapkan pelunjuk pelaksana penyelenggaraan program PLS berdasarkan pe
doman yang dilétapkan pemerintah;
¥. 7 Menyelenggarakan progitam PLS berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemeril
e e L . : .
- 8, Melaksanakan pmgrarr; kerja sama luar negeri di bidang PLS sesual dengan pext
w  manyang ditetapkan pemerintah;
9, Merencanakan kebuluhan, pengadaan, dan penempatan tenaga kependidikan P
.. - berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
.. 10, Melaksanakan mutasi tenaga kependidikan PLS berdasarkan pedoman yang dit
. lapkan pemerintah: S .
v JL Melaksanakan pembinain dan pengembangan karier fenaga kependidikan PLS
' berdasarkan pedornan yang ditetapkan pemerintaly;
" 13, Menyediakan bahan belalar, tempat belajar dan fasititas lainnya bagh PLS:
13. Menatapkan petunjuk pelaksana penyelenggaraan kursus berdasarkan pedoma
yang ditelapkn pemerintah; © a ot
- 14, Memberl ul.ln penyelenggarazn kursus berdasarkan pedomap yang ditelapkan |
: merintalyés oo . Lo
15. Melaksanakan gvaluasi penyelenggdraan kursus berdasarkan pedoman yang di
107 tephanpemerintaly ’ . .
2+, {5, Menefiti dsn mengembangkan model program kursus berdasarkan pedoman y
ditetapkan pemerintah; i )
-+ 217 Melaksanakan pembinzan tenaga teknis PLS berdasarkan pedoman yang ditet:
n.  kanpemerintah:. ,
» - 18, Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelotaan PLS berda
kan pedoman yang diletapkan penierintah;
+ +19.Mengembangkan soal ujian/penilatan hasit belajor PLS sesual kurikulum muati
vaee lokal di kabipatenskota berdasarkan pedosian yang ditetapkan pemerintah: d:
, .20 Melakeanakan Inavasi PLS di kebupaten/kota berdasarkan pedoman yang dile
. kan pemerintoh, \ i

"¢, Administreis! Publik: -
1. Menetapkan perencanaan pendidikan dan kehudayaan (lermasuk memperjuan
‘. glokasianggaren dikbud); . .z T . )

2 Menetapkari petunjuk pelzksana kendali mutu (supervisi, pelaparan, evalusl, ¢
mmonitoring) penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan tingkat katupaten/h

= » berdasarkan pedonian yatg ditetapkan pemerintah; '
® * 3 Mengusulkan dana alokast khusus pengelolaan dikbud di kabupalen/kota yang
bersumber dari APBN berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; dan
4. Menetapkan petun]uk pelaksanaan peran serla masyarakat dalam pengelolaar

<+ bud di kabupaten/kola besdasarkan pedoman yang dilelapkan pemerintih.

L

D. Organi;lég_glan]alalaksana

g [ B . N i i .

. 1. Memberikan pelayanan bafituan hulum dan peraturan perundang-undangand
w-i bidang dikbud di kabupaten/kota; . P .

,.. 2. Menetapkankelembagaan dan kelatalaksanaan dikbud i kabupaten/kola bert
'+ “kan pedoman yang ditetapkan pemerintah; -

M B Menetapkan ketatausahaan dan kerja sama bitlang pendidikan dan kebudayaa

" 4. Mendayagunakaninlormasi uniuk perencanaan pendidikan dim kebudayaan di
paten/kota, '



i v,
-pegawala) pmxl;\dal ! Milan. penclapan pensiun, gaj
Jkukan pengangkatan, \an, 2 , GAp.
sngan, dan kesejzhteraan peptiwal, sens pendidkan dan pelatihan sesual de-
+kebutuhan dankerhampuanidaesth yang ditelapkan dengan Peraluran Daerah,
.iasarkan peraturan perimdang-undangan (Pasal 16 UU No 22/1993%
setapkan pemberian penghargaan/landa jasa dan keseJahleraan lenaga kepen-
«andan kebudayaai\ tingkat Kabupalen/kotadan mengusulkan pemberian peng:
@an/tanda jasa tinghat pegawal nasional: dan
netapkan/mengusulkan pembethenilan dan pemensiunan tenaga kep_endld'lkan
kebudayaan di kabupaten/kola. © : .

-—

muda dan Olahr.;ga D - .
repcanakan kebuluhan, pengadaan, dan penempalan lenaga teknls pembinaan
nuda dan olahraga; , . -

Aahksanakan mistasi lenaga tebnie permbinaan pemuda dan olahraga berdasarkin
dornan yang ditetapkan pemeriniah: . .
slaksanakan pembinaan dan penigembangan karier lenaga teknis pembinoan pe-
uda dan olahraga berdasarkan pedaman yang ditelapkan petrycr-pia!l: ]
eryediakan bahan belajar tlempal belalar, dan fasilltas lainnya bagi pembinaan pe:
uda dan olahwaga;
elaksanakan pembinaan lenaga teknis pernbinaan pemuda dan olal
whan pedoman yang ditetapkan pemerintahi . .
genetapin petunjuk pelaksanaan pemberdayaan pemuda berdasarkan podoman
ang ditélapkan pemerintah;  * & .

selaksanakan pemberdayaan orgdnisast dan kegla'l:an kepermudaan berdasarkan

adoman yang ditetapkan pemerintahy .-

ﬂalaksan:kan pembinaan Pagkibraka {tingkat k?bupa!mﬂola) berdasarkan pe

{oman yang ditetapkan pemerintahy - Lot ]

Aclaksanakan sefeksi pertukaran pemuda berdasirkan pédoman yang ditelapkon

wmedntaly - ¢ . EEC L,

Menetapkan peturijuk pélaksanaan keglatan keolahragaan di sekolah danlvar
sekolsh berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintalt

MemfasiTitas! pelaksanaan kegiatan olahraga dl sekolalidan luar sekolah berdasar-

kan pedoman yang ditetapkan peinerintah: K .

Memfasilitast dan mengerbangkan olahaga masyarakat/tradisional herdasarkan
pedoman yang ditetapkan perqeﬂn!ah: dan Lt '

_Mendorong pemassalan dan pembinaan peestas] blahraga.

o i GoAnn B .t

hraga berda-

o 7 It
.Kebudayaan iz ayanoln L )
Merencanakan ketutul pengadaan, dan penempatan lenaga teknis kebudayaan,

Melaksanakan mutasl lenagd tekhis kebudayazn di daerah yang Irersangkutan
‘berdasarkan pedomat yang Hitglapkin pemerntily
Melzksanakan pembinaatr dap péngembangan, karier lenaga {eknis kehudayaan
berdasarkan pedoman yang diletapkan pemerintaty -
. Melaksanakan fastitas! dan pengelolean kebudayaan daerah tinghat kabupalen/ka-
12 berdzsarkari pedornani yang difétipian pemesintal _ ]
| Meagalokan usu¥icaton pefierima penghargash kebudayasn tingkal provinsi berda-
sarkan pedoman yang ditetapkin pemerintah;,
. Melaksanakan pendataan/infdrmash kebedayaark
* Melaksanakan kerja samé kebudayaan tingkat Kabupatervkota dan Tuar negerl
berdasarkan pedorpan yang cme‘tépga_n pemedintats: .
3. Memfadilitasl kegiatan kebudayagr antarkabupslen/kota berdasarian pedoman
yang diletapkan pemeriatati - " *
g Mendayagunakan program tekndlog) komunikas] imituk pengembangan Lebudaya-
an berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; dan
10. Melaksanakan inovasl bidang kebudaysan di kabupaten/kola berdasarkan pede-
7 man yang ditetapkan pemertntal. = .
- P 2% Sl
.1 Sejarah dani Nitai Budaya g _
a. Melaksanakan keglalan fasilitas] dan pengembangan nilai-niai buwlaya termasuk
budayd spiritual antam lzin pepeliltan, pengkafizn penulisan, penanaman, dan pe
. mvebarluasan informas! tingkaf kabupaten/kola berdasarkan yang diletapkan pe-
ey SEy e o
b: Melaksanakan fashlilasl .dan pengembangan penulisan sefarsh dan nilal sejarah
+” bangsa ayelaiu, antbra lain, perekarhan, penelitlan, penulisan, penanamar, dan pe-

" yebaftubsan Informasl tnglcit kabipater/kota berdasarkan pedoman yang dite-

topkari perhierintahi’ ¢

, & Menanambkan nia-nilat sejaraly daerah dan nastonal berdasarkan pedoman yang di-

tetapken pemerintate dan

o Puon pendgalian, penellan, pendslaman, perluasan dan vgiyon il
. budaya dl tingkat kabupaten/kota beedasarkan pedoman yang dite qpk‘::n peme-

" tlntoh, + “
Lol : .- '

6.2, Kesirilan <

4. Melakéariakan peﬁ}ehaﬂuasan ‘ton] berdasarkan pedoman yang ditetopkan peme-
. rluasan i .

fintahi- - SEE A

- b. Melaksanakan pefﬂberlgn pe:n;har‘gaan senl I;erdasarkar_a pedoinan yang diletap-

- tetaphan pemerintah; .

* d. Melaksanakan pen-naﬁfaal.a’n.éem bagi Vepenliigan industrl budaya dan pranata
-2 sosla) budaya di daershrya dengan mengadakbn perekaman, penulisan bulku, pen-

* - celakpn gambat dan lakrlaln; dan

e Mengis} pentas senl pada pranata sosial 'buday?' sesual dengan tradisi yang telah

4 . ! .o .
4

s
H %

i
|
{
!
}
!

pemesintalg i, 2 ;
¢ Melaksanakah periindungan dan pemeliharaan senl bertlasarkan pedoman yang di-

G.3. Purbakala .

a. Mengusulkan karya Industri budaya unluk dipatenkan berdasarkan pedoman yi

' diletapkanpemerintaly =~ - . .

b. Metaksanakan pemblnaan, penggmbangan, pemebharaan/perdindungan, dan p

. manfaatan museum lingkal kabirpaten/kota berdasarkan pedoman yang dilela
kan perhgrintat; . = T4 T .

¢ Melaksanakan pemasyarakalan peraturan permuseuman dalam rangka peleslarfx

d. Menyiapkan data pendukung pemintakan/zoning;

. Melaksanakan studi kelayakan dan stirdi teknis Inkasi benda cagar budaya

I. Melaksanakan penyelamatan, pengdmanan, perneliharaan pemugasan, penggal'
dan penelitlan benda cagar budaya yenp berskala kabupalen/kota berdasarkan
doman yang ditelapkan pemerintah; e

g. Melaksanakan pengelalaan benda cagar budaya berskala kabupaten/kota

berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah:

[LMelaksanakan studl amdal dalam pemanfaatan benda cagar budaya;

1. Melaksanakan bimbingan, peayuluhan, dan coraniah sorta penyebaran Informa
dalam rangka meningkatkan aprestasi dan peran serta masyarakal terhadap pe
tarian bénda cagar budaya;* )

|- Metaksanakan operasipnaligasi Iaboratorium konservasi kebudayaam

k. Melaksanakan pengamana benda cagar budaya .

. Memberl izin memhawa benda cagar budaya dati salu kabupaten/kola ke kol
en/kola lain dalam provinsi satu berdasarkan pedoman yang ditetapkan peme:
fah; . - I - .

m, Menerinia permohonan kepemilikan benda cagar butlaya betdasarkan pedom

yang ditetapkan pemerintahy; . -

n. Melaksanakan pengawasan pencarian benda cagar budaya berdasarkan pedo!

" yang diletapkan pemerintah; . -

o. Melaksanakan pendaltaran benda cagar budaya Berdasarkan pedoman yang €

tapkan pemerintah; .
p. Melaksanakan pernanfaatan benda cagar budaya dan silus berdasarkan pedoi
yang ditetapkan pemeriataly, R

q. Melaksanakan pengawasan pemanifastan benda cagar budaya di kabupalen/k

- berdasarkan pedoman yang dilelapkan pemerintah;

r. Melaksanakan penelitian arkeologl dalam lingkup daerah berdasarkan pedoma
yang diletapkan pemerintah; L

. Melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi berdasarkan pedomany
ditetapkan pemerintal;dan 3. % B

t Metaksanakan kerja sama pertelilian arkeolog! dengan instansi lerkail yang berlo

di kabupaten/kota yang sdma bepdasarkan pedoman yang ditelapkan pemerinta!

6.4, Bahass dan Sastra ~ -7 oy )

a. Memfasilitas| pelaksanazn penelitldn bahasa dan sastra Indonesta di daerah;

b. Momasyarakatkan bahasa Ifdonesia baku dan sastra Indonesta di kabupalen/
berdasarkan pedoman fang ditelapkan permerintah; »

¢. Meinberikin penghargaan bidang bahasa dan sastra di lingkat kabupaten/ko!
berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

d. Menelill dan menelaah sastra daerzh berdasarkan pedaman yang ditetapkan
merintah; ’ .

e. Melaksanakan pemnasyarakatan bahasa dan sastra daerah melahi berbagal n*

. - dankegiatam; - ... "L . & -
* 1. Melaksanakan pemberian penghargaah untuk karya bahasa dan sastra daerat

yang bermutu berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; dan
9. Meningkalkan kemampuan pemakalan bahasa astng berdasarkan peddmany
ditetapkan pemerintah. . .- .
P L BRI
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H. Pengendalian dan Pengawasan .

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelofaan peadidikan dan ke
dayaan di kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditelapkan pemerintal

2. Melckeanakan penpiviasan dan pengendalian pengelolaan PLS di kabupaten.
berdasarkan pelleman yarlg ditelapkan pemerintah;

3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemblnaan hegla:
kepemuidadn lingkat kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan
mesintahi 7. e . N

4. MelalsanakaA perigawasan dan pengendalizn pelaksanaan keberhasian pembi
ollraga di TK, S0, SLTR, SMU, dan SMK, dan di luar sekolah berdasarkan pedon

_» yang ditelapkan pererintahy - -

" -5, Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian dikab
- . tervkola berdasarkan pedoman yang diletapkan pemerintah; |

6. MelsksanaKan pengawasan dan penpendalian pengelolaan kewangan dikbud ya
berswnbé!;}dati APED kabupatei/kota besdasarkan pedoman yang ditetapkan
. tiﬂ'& 2/.:3-4‘ a "ﬁ.“.. : ." ;“ . . . R N
7 Mela;gsa'ékﬁn pengawasan dan pengendalian pengefolasn perlengkanan dikbu
yang bersumber darl APBD kabupatenvkota berdasarkan pedoman yang diteta;
pefnbrintaty ¥ U T . -
8. Melakesnakan pengawasan dan pengendalian pelaksanazn perulupan orgars
berdasigkan pedoman yang ditelapkan pemerintaly dan
9, Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pembinaan dan per
bangan kebudayaan di fingkat kabupatervkota berdasarkan pedoman yarg dil
kan pemetintah.
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K_eWenangah Bidang Pendidikan
o _dan Kebudayaan di Dati

A

A. Pendldikan
1. Penglapan kebifakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dai masyarakat mi-
" norfias, lerbelakang, dandalau lidak mampu;

2. Peityelengnaraan sekolah lar biasa;®

1. Peryelenggaraan balai lalihan dan/atau penalaran gune

4, Ponyediaan bantuan pengadaan bk pelajarn pakok/nvactuf pondilitan imtuk TK,
pendidikan dasar, perdidikan menengah. dan FLS:

5. Mendukung/imentbanlu penyelenggaraan pendidikan tinggl sclain pengaturan
Yaikutumm, akreditas! dan pengangkatan tenaga akademés. dan

G. Pertimbangan pembiukaan dan pemiliman pergirsan tingui,

B. Kebudayaan .
1. Penyrionggarath nuseum Jsrowing), suaka pertggalan seja Al pin hakala, swla
kaflan sefarab dan nilal trattistonal dan Laman bundaya: dan
+2, Pongembangan biohasa dan budaya daecah.

€: Adniinistras] Publik -

1. Penyelestggaraan thilmgan admiifstrasi kepegawaian dan katier proaawal;

2 Penyelenggaraan dilal teknls lungsional Lertentu mencakip wilayal provinsi; 4

. Alnkas] dan pemindahan pegawai/lenaga polensisl antardantab kabupalenskola dan

.. dart kabupaten/kola ke provindl dan sehalikiya;
v, & Perhetapan tanda keliormalan/iasa selatn yang telab dialen vaenjadi kewonandan pe-

V- medniah
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